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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN

CIPTA

Menimbang b

b.

Mengingat S

KARYA PROVINSI JAWA TENGAH,

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pelavanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah diperlukan standar baku pelayanan
sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan
pelavanan kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
di-maksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman
86-92);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009);
3. Undang-undang. .. ...



_L.TI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 TambahanlLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pelayvanan Publik (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 78);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Gubemur Jawa Tengah nomor 59 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor
39);

Peraturan Gubermur Jawa Tengah nomor 38 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karva (Benta Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :....



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, meliputi :
1. Sekretanat
* Pelayanan  Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi
2. Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan
Bangunan Gedung
* Klinik Bantuan Teknik Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Negara. Layanan
Konsultansi Penvelenggaraan Bangunan
Gedung Negara
* Legalisasi gambar Perencanaan Bangunan
Gedung Negara yang bersumber dana dari
APBN dan APBD Prov. Jateng.
* Tugas Pembantuan Pengelolaan Rumah Negara
Golongan [lI
3. Balai Pengelolaan Jalan (BPJ)
* Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
= [jin sewa asset (tanah, bangunan, alat berat).
4. Balai Pengujian dan Peralatan (BP2)
* Pengujian Mutu Konstruksi dan lingkungan
* Pengujian Tanah;
* Pengujian Bahan Bangunan;
* Pengujian Aspal;
* Pengujian Air;
» Sewa Alat Berat dan Bahan Jalan/Jembatan;
5. Balai Jasa Konstruksi (B. Jakon)
* Informasi Harga Satuan Dasar (HSD) dan
Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK);
* Pelatthan dan fasilitasi sertifikasi Keahlian
Tenaga Ahli Konstruksi;

Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis
layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dan keputusan i

Sekretaris, Kepala Bidang Sarana  Prasarana
Permukiman dan Bangunan Gedung , Kepala Balai
Pengelolaan Jalan (BPJ), Kepala Balai Pengujian dan
Peralatan (BP2), Kepala Balai Jasa Konstruksi (B.Jakon)
wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan
sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar
Pelayanan Publik.
KEEMPAT :...........c...



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib
ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan
pelayanan.

Rincian Standar Pelayanan Publik vang berkaitan dengan
pelayanan langsung disesuai dengan kebutuhan
informasi masyarakat dan Maklumat Pelayanan wajib
dipublikasi-kan.

Sekretaris, Kepala Bidang Sarana Prasarana
Permukiman dan Bangunan Gedung , Kepala Balai
Pengelolaan Jalan (BPJ), Kepala Balai Pengujian dan
Peralatan (BP2), Kepala Balai Jasa Konstruksi ( B. Jakon)
menetapkan petugas khusus layanan dan petugas
pengelola pengaduan.

kheputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan
Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : © - 7 - 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI

ffﬁédﬁw&quG&H
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI

JAWA TENGAH

NOMOR: 447.1/5209

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Layanan : Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

_NO | KOMPONEN
1. | Dasar Hukum

1. Undang—und.ang Komisi Informasi Provinsi Nnmnr 14

2. Peraturan Pemenntah Numur 61 Tahun leD tetang
pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008

3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Inforamasi dan Dokumentasi

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Komisi Informasi {Pcrkl} Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun

2013 tetang Prosedur Penyelesaian Sengketa

! Informasi Publik L T

' 6. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun

; 2017tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

| 7. Perda Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pelayanan

| Informasi Publik

| 8. Peraturan Gubernur Jateng Nomor 47 Tahun 2012

' tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Prov.
Jateng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Prov. Jateng

9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang

g

o)

: 2. | Persyaratan

. | Pelayanan

' 3. | Sitem, mekanisme
| dan prosedur

l4. | Jangka Waktu

| Penyelesaian

|
|
|
'r Perubahan atas Pergub Jateng Nomor 47 Tahun 2012
: Surat Permohonan,Foto Copy KTP Pemohon

{ SOP Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumen
l
| 10 [Tpu]uh] hari kerja

| 5. | Biaya /tarif

| Gratis

|

6. | Produk Pelayanan

|7 | Sarana, prasarana

| dan atau fasilitas

_?-_-{.I. ~ HP Extensen

| [nformam dan dokumen Jalan dan Jembatan Prov. .Jateng___ =
{ 1. Banglman Kantor DPU Binmar dan Cipka Prov. Jateng
12 Ruang pelayanan PPID

3. Komputer

' 4. Printer + Scan + alat Fotocopy
S _J_H.Fl.ﬂ_g,&ﬂ Internet

8 Kmnpetensi_belnkma (PPID)..



8 Kompetensi
: Pelaksana
'o | Pengawasan
9.
_ | Internal
Penangana n
10 Pengaduan, sarana

dan masukan

11, | Jumlah Pelaksana

ks - _l‘cndl-dlkﬂn minimal D III dan ‘-:iJurumn komputer
' Mempunyai kemampuan Komunikasi, PPID dan ke-
PU-an

|
!-3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang
|
|

informasi dan data

| 4. Mempunyai kemampuan dalam memahami informasi
| publik yang dikecualikan & Daftar Informasi Publik

| 1. Dilakukan oleh atasan ld.[lEbLng

2. Laporan rutin bulanan dan tahunan

| Melalui kotak saran, twitter, Lapor Gub, Instagram,
Aplikasi Jalan Cantik

Pengelola Situs/Web 1 orang
| Petugas Pelaksana Layanan 2 orang

12, | Jaminan Pelayanan
| .lmniﬂ;l 3} S
13. | Keamanan,
dankeselamatanPel
Eijr"':l.l'li':l.l'l

| Pelayanan diberikan secara berkualitas
; murah, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel

1. Sarana Pelayanan dan sarana penunjang lanyanan
mendukung keamanan , kenyamanan dan

_Sarana Pelayanan mendukung kecepatan pelavanan

14. | Evaluasi Kinerja
Pelaksana

o |n

Laporan Pemohon Informasi Publik disampaikan
secara berkala kepada KIP dan PPID Utama
(Diskominfo) dan Komisi Informasi Prov. Jateng
| » Laporan Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan
tiap tahun ke PPID Utama (Diskominfo) dan Komisi
' Informasi Prov. Jateng

e Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan berjenjang sampai kepada Sekretaris
baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun.

|
1 keselamatan pengguna layanan
|
|
|
|

Semarang, - 7 - 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MﬁRG&ﬂﬁﬂ_ CIPTA KARYA PROVINSI

zﬂwono. M.Si
ama Muda
9 199203 1 005




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI

JAWA TENGAH

Nowon - 17 1/5209.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Jenis Layanan: Klinik Bantuan Teknik Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Negara. Layanan Konsultansi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara

NO KOMPONEN _

URAIAN

1. _ﬁashr Hulkum i.

| 2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung,;

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M /2018
tentang Pembangunan Bangunan Gedung

Negara;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29 /PRT/M/ 2006 tentang Pedoman

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21
Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya

Kegiatan dan Honorarium, Biava
Pemeliharaan dan Standardisasi Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk
pelaksanaan Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
911/010/2020 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Keuangan Pada Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

| Persya ratan Pelayanan Mengisi buku pendaftaran layanan

z e ——
3. Sistem, Mekanisme dan SOP Klinik Bantuan Teknik Penyelenggaraan

Prosedur Bangunan Gedung  Negara. Layanan

| Konsultansi Penyelenggaraan Bangunan Gedung

| | Penyelesaian I

| 35 45 hN_E'E_FITH
| 4. | Jangka Waktu 1 jam 35 menit

e

| 5. | Biaya / Tarif i | Tidak ada biaya a2 4 "
6. | Produk Pelayanan Layanan Konsultansi Penyelenggaraan
| Lodeies | Bangunan Gedung Negara e
; 4 Sarana, prasarana, dan 1. Ruang KlinikBantuan Teknik
atau fasilitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara
2. Ruang Pendaftaran
3. Alat Tulis Kantor
|4. Peraturan terkait

8. Kompetensi Pelakma{(iadui{g Negara)



8. 'I{nmpt'trnﬂi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal STM Jurusan/bidang
Bangunan
/2. Menguasai peraturan perundang-undangan
- vang berkaitan dengan Pembangunan
Bangunan Gedung Negara,
| 3. Mempunyai keahlian dalam bidang sipil/
i arsitektur/ mekanikal/ elektrikal
|4, Mempunyai kemampuan dalam membaca
j dan memahami gambar teknik, menyusun
_ | dan menghitung biava pekerjaan konstruksi
9. Pengawasan [nternal ' lhlﬂkukan oleh atasan langsung
10. Penanganan Pengaduan, | l Melalui konsultasi langsung;
Sarana dan Masukan | 2. Melalui telepon;
|3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail
‘ dan/ atau e-complaint) sesuai  bidang
i tugasnya;
B |4. Kotak saran.
11. | Jumlah Pelaksana T 1 orang petugas loket
TR TR e ! | 10 orang petugas klinik
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, mudah,
- _ ‘_II'HHHPHI_'HH dan akuntabel _
13. | Jaminan Keamanan, dan (1. Data dan Informasi pengguna layvanan
Keselamatan Pelayanan | dijamin keamanannya dan digunakan
|  semata-mata hanya untuk kepentingan
i pelayanan;
|2. SBarana pelayanan dan sarana penunjang
. layanan menjamin/mendukung keamanan,
| kenyamanan dan keselamatan pengguna
' layanan. |
14, Evaluasi Kinerja EVFI']]..—I"%I dilakukan herkala secara langsung oleh

| Pelaksana

_; atasan.

Semarang, 5- 7 - 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

BIN}*&»NW&E}% AN CIPTA KARYA

RIYONO, M.Si.

a Muda
199203 1 005



Jenis Layanan

LAMPRAN 111
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR - 447. | /5209

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Legalisasi gambar Perencanaan Bangunan Gedung
Negara yang bersumber dana dari APBN dan APBD

dan atan fasilitas

Prov. Jateng
NO| KOMPONEN |  URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 jo. Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Bangunan
- Ol <
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2005 tentang
L Bangunan Gedung
3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang
Perbahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masvarakat
. Jasa Konstruksi
4. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara -~
| 5. Peraturan Menteri Nomor 45/PRT/M /2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
SERS SRS T
6. Perda Jateng Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Penvelenggarnan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di
{ Provinsi Jateng
2. Persyaratan
Pelayanan Surat Permohonan, usulan Gambar Teknik Perencanaan
Bangunan Gedung Negara
3. Sitem, mekanisme SOP Legalisasi Gambar Perencanaan Bangunan Gedung
dan prosedur Negara
™| enyelession |7 (tajuh) hari ke i
' 5. | Biaya /tarif | Biaya dari APBN dan APBD (Gratis)
6. Produk Pelayanan | Surat legalisasi gambar Perencanaan Pembangunan
Gedung Negara yang bersumber dana dari APBN dan
|_APBD Prov. Jateng; i
| 1. Ruang Kantor DPU Binmar dan Cipka Prov. Jateng
| 2. Komputer s
7 Sarana, prasarana |r 3. Printer e

| 4. Jaringan Internet
| 5. Mesin Faksimil

| 6. Mesin Fotocopy

8

Kompetensi Pelaksana (legalisasi gmnh.’ir bangunan gedung).



10.

11.

14.

Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal SI Teknik Sipil/ Arsitektur

| 2. Mempunyai krmampu.m__K_umuuﬁ.n'-n

! 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang

' Bangunan Gedung

‘ 4. Mempunyai krmdm]mnn dalam menilai H.mgumm

Pengaduan, sarana

| dan masukan
Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

Jaminan
Keamanan,
dankeselamatan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

| [ & Gedung

Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung

Internal | 2. Rapat rutin :
Penanganan |

| Melalui kotak saran

| Tim Penilai Bangunan Gedung | 3 ocrang)

' Pengadministrasi Umum 1 orang

i Pelayanan diberikan secara berkualitas

| murah, mudah, cepal, trasparan, dan akuntabel

1. Sarana Pelayanan dan sarana penunjang lanyanan

|
I
I mendukung keamanan , kenyamanan dan keselamatan
| pengguna layanan

2. Sarana Pelayanan mendukung kecepatan pelayanan

| Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

| disampaikan berjenjang sampai kepada Kepala Bidang

| Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun.

Semarang, 2 - F - 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MﬁRCMLIF’TA E\AR'!:’A PROVINSI

[YONO, M.Si

a Muda
199203 1 005




LAMPRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR: 447-1 /5209

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Jenis Layanan : Tugas Pembantuan Pengelolaan Rumah Negara
Golongan [II

' NO | KOMPONEN
L Dasar Hukum

! URAIAN ~
| 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 jo. Undang-

' undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Bangunan

| Gedung

{

I

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2005 tentang
' Bangunan Gedung
3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang
Perbahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
. Konstruksi =
4. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 trntang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Peraturan Menteri Nomor 45/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara
6. Perda Jateng Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Penyvelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di

i Provinsi Jateng
|

on

' 2. | Persyaratan

Pelayanan | Surat Permohonan, Mengisi Buku Daftar Permohonan
| Pengelblaan Rumah Negara Golongan 111
|
3. | Sitem, mekanisme |
dan prosedur SOP Pengelolaan Rumah Negara Gol III

_ . %A |
4. {angka Waktu | 7 (tujuh) hari kerja
Penyelesaian |

'5. | Biaya /tarif | Biaya dari APBN dan APBD_(Gratis)

6. Produk Pelavanan | 1. Sumat ljin Hunian Rumah Negara Gol III;
| 2. Perjanjian sewa beli rumah negen;
| 3. Sumat Keterangan Lunas Sewa Rumah Negara Gol. III;
| 4. Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Negara Gol.

11
'__1. Bangunan Kantor DPU Binmar dan Cipka Prov. Jdl‘.LI‘lE
| 2. Ruang pelayanan ;-
=Nt 28 = 1 Komputer
7 Sarana, prasarana 4 Printer

dan atau fasilitas
=2 J.F_Lnngtul Internet

| 6. Mesin Faksimil
? Mrsm Fotocopy
8 Kompetensi Pelaksana (rumah Negara gol IH)...... ...




| 1. Pendidikan minimal SI Teknik Sipil/Arsitektur
2. Mempunyai kemampuan Komunikasi

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

| disampaikan berjenjang sampai kepada Kepala Balai Jasa

] Kompetensi | 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang
: Pelaksana | Bangunan Gedung
| 4, Mempunvyai kemampuan dalam menilai Bangunan
Lsidle =4 L R e e .
9 Pengawasan | 1. Dilakukan oleh atasan langsung
|~ |Intermal | 2. Rapat rutin
Penanganan |
10. | Pengaduan, sarana | Melalui kotak saran
| dan masukan L8 Lo Py el . A
Tim Penilai Rumah Negara Gol I1I ( 3 orang)
11. | Jumlah Pelaksana | Pengadministrasi Umum 1 orang
| Petugas loket 1 orang
| Pelavanan diberikan secara berkualitas
12. | Jaminan Pelayanan | murah, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel
d::uu:umu | 1. Sarana Pelayanan dan sarana penunjang lanyanan
13. Keamanan, mendukung keamanan , kenyamanan dan keselamatan
dankeselamatan A g layanan
Pelayanan 2. Sarana Pelayanan mendukung kecepatan pelayanan
14, Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

Konstruksi baik secara berkala setiap bulan dan setiap

; tﬂhun._

Semarang, 2~ 7~ 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA AN £TR{A KARYA PROVINSI




LAMPRAN V

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR: 447} /5209

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Layanan : Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

URAIAN

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan |

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
! Jalan
| 3. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Garis
____ Sempadan
' 4. Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 Irlltsmj:
. Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jateng
Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/2 Tahun
| 2016 Ruas Jalan pada Provinsi Jawa Tengah

1 - Lﬂmran Pengamatan Jalan (mengenai Jalan rusak,
atau berlubang)

Laporan masyarakat melalui media social yang di
terima Kepala Balai

| SOP tambal lubang Jalan

| 2 hari-kﬂja untuk Tambal Lubang Jalan

' mﬂ;ﬁ- I KOHPG‘HEH
1. Dasar Hukum
2. | Persyaratan
Pelayanan
3. Sitem, mekanisme
dan pm'ﬂ?dur
4. Jangka Waktu
Penyelesalan
5. Biaya /tarif
6. Produk Frlmanﬂn

Sarana, prasarana
dan atau fasilitas

Kompetensi
Pelaksana

' Biava dan APBD

1 PEkEI_]RHT‘I fisik jalan tanpa I1.J‘r:|.ﬂ_gl
l. Bangunan Kantor BPJ Wilayah se-Jawa Tengah
2. Ruang kantor
3. Komputer

(4. Pnnter

| 5. Jaringan Internet
6. MesinFaksimili

| '.r', Mesin Fotocopy
S Dam truck
9. Alat Berat (s et Ui

10. kendma&n roda empat

5 0 Ki-ndarﬂan roda dua : _
| 1. " Pendidikan minimal DIII Teknik Sipil _ _
[2. . Pelatihan atau kursus pengawasan jalan dan jembatan

3. Men Mempumm krﬂmmpuan membaca gambar konstruksi |
' 4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang
| bangunan/ konsruksi
| 5. Mempunyai kemampuan dalam bidang konstruksi
jalan dan jembatan ey
. | 6. Mempunyai kemampuan penanganan jalan rusak
{ 7. Mempunyai kemampuan penguperaman alat berat
9. Pengawasan Internal..




Pengawasan
Internal
Penanganan
10. | Pengaduan, sarana
| dan masukan

9.

11. | Jumlah Pelaksana

12. | Jaminan Pelayanan

Jaminan
13. | Keamanan,
dankeselamatanPel
| ayanan
14. | Evaluasi Kinerja
Pelaksana

| 1. Dilakukan oleh atasan langsung

{ 2. Rapat rutin

| 3. Sistem Pelaporan Bulanan

[ 1. Melalui kotak saran

2. Media elektronik

:r Tenaga Teknis Tinggi | Pengawas lapangan) sebanyvak 1
; orang,

| Tenaga Teknis menengah (pengelolala Pemelihara Jalan)
| sebanyak 2 orang

| Tenaga Teknis rendah(Pemelihara Jalan) sebanyak 3 orang
| Tenaga Administrasi (Pengadminstrasi Umum)1 orang

| Operator alat berat 2 orang

i Pelayanan diberikan secara berkualitas

{ murah, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel

1. Sarana Pr:layan'an dan sarana penunjang lanyanan

' mendukung keamanan , kenyamanan dan keselamatan
pengguna layanan

'I 2. Sarana Pelayanan mendukung kecepatan pelayanan

| Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

| disampaikan kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan baik
| secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun
| apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Semarang, 2 F- 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
A KARYA PROVINSI
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3

_No |

Jenis Lavanan

KOIPD_!I.EH
Dasar Hukum

Persyaratan
Pelayanan

3.

.4.

Sitem, meka nism_f-
dan prosedur

I Jangka Waktu

e e e e e

| Biaya /tarif

1 & Produk Pelavanan

Sarana, prasarana
dan atau fasilitas

LAMPRAN VI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR ,44?71 /5209

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: [jin Sewa Aset (tanah, bangunan, alat berat)

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan

S

|
|
|
i
T

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2
Tahun 2008

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi
Jawa Tengah
6. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Garis
____Sempadan 2
7. Perda ]Iiff‘nh Nomor 8 Tahun 2016 te ntang

~ Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jateng
8. Keputusan Gubernur Jawa I‘mgah No. 620/2 Tahun
2016 Ruas Jalan pada Provinsi Jawa Tengah

Mengajukan Surat Permohonan

{ SOP Izin Pemakaian Tanah dan SOP Sewa Alat Berat

| 2 hari kerja

_I_
| Biaya sesuai ketentuan peraturan retribusi

1 Sewa asset dan alat berat
[ 1. Banguua_n Kantor BPJ Wilavah se-Jawa Tengah

| 2. Ruang kantor

3. Komputer

: 4. Printer

——— _— =

| 5. Jg:_'juga_i.n Internet

| 6. MesinFaksimili

' 7. Mesin Fotocopy

Q Alat Berat
' 10. Kendaraan roda empat

8. Dam truck

| 11. Kendaraan roda dua

8 Kompetensi Pelaksana (sewa aset).........



9.

10.

11.

13.

14,

Jumlah Pelaksana

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Mempunyai kt'm'nmpu-}n memahami peraturan tentang

Kompetensi Scwa asct
l*‘{'!alE:Hna | 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman menangani
| asset . _
| 4. Mempunyai kemampuan pengelolaan asset
Pengawasan | 1. D:lakukan_. oleh atasan langsung
Internal | 2. Rapat rutin
| = 3. Sistem Pelaporan Bulanan N
Penanganan ’

Pengaduan, sarana | Melalui kotak saran
dan m_asukan |

l’l'l‘lg{_'].{;l;ﬂ asct 1 Dl'ﬂ_l_]g,
| administrasi umum sebanyak 2 orang

| Pelayanan diberikan secara berkualitas

Jaminan Pelayanan
. murah, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel

Jaminan 1. Sarana Pf'imandn dan sarana pf.nunjimg lan!,andn
Keamanan, mendukung keamanan , kenyamanan dan keselamatan
dankeselamatanPel pengguna layanan

ayanan | 2. Sarana Pelayanan mendukung kecepatan pelayanan
Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelaksana disampaikan kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan baik

secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun
| apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Semarang, oy . 2022
KEPALA DINJ’LS PE.]\E.RJMN UMUM




LAMPRAN VII

KEPUTUSAN KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 447.1 /5209

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Layanan : Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan

KO KOMPONEN URAIAN
L. Dasar Hukum . 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2005
tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektural serta
hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan
|  Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
[ S e
[ 4. Undang—undang Nomor 2 Tahun 2017 rrmang Jasa
Konstruksi gy
{ 5. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang
i Standarisasi Nasional
| 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
| Negara
| 7. Peraturan Menteri Nomor 45/ I’I-E'T,:’Mf.!ﬂﬂ? tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara
8. Permen PUPR Nomor 07 /PRT/M/2011 tentang
' Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultasi
9. Serat Edaran Ditjen Bina Marga PUPR Nomo:
02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina
Marga Tahun 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan
dan Jembatan ey
10. Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 trﬁmlig
_ { Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jateng
2. Persyaratan Surat Permohonan Pengujian Mutu, Mengisi Buku Daftar
Pelayanan Permintaan Pengujian Mutu Bahan Konstruksi dan
lingkungan
Sitem, mekanisme
dan pmgﬂdur SOP PfllngiiiH Mutu Konstruksi
Bl o g 15 (inpabelas) haci
Penyelesaian
5. | Biaya /tarif | Biaya sesuai ketentuan peraturan retribusi
f. F‘mduk Pelay anan Sertifikat Hasil Uji (SHU) Bahan Konstruksi, Pemenuhan

target PAD

7.Sarana Prasarana (BPP) .



Bangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan
| 2. Ruang laboratorium konstruksi
. Komputer
Peralatan lﬂhnmtm ium
.lanngan Internet
Ruang penyimpanan bahan uji
~ Mesin Fotocopy
sCannecr
Peralatan pengujian lingkungan
ATK Pendukung
Sarana lain sebagai penunjang
Pendidikan minimal S1 =
Mempunvai kemampuan untuk mengﬂpt rasikan
Komputer dan aplikasi
Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang
laboratorium konstruksi
Mempunvai kemampuan pengujian bahan bangunan
__dan lingkungan e
Mumpumal kemampuan merekap hasil pengujian
mutu konstruksi dan lingkungan
Dilakukan oleh atasan langsung
Sistem pelaporan bulanan
Melalui kosultasi langsung;
Melalui telepon;
Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail
dan/atau e-cmplaint) sesuai bidang tugasnya
4. Kotak saran
Penelaah Bahan Jalan 4 orang
Penguji laboratorium Tanah, Aspal dan Beton 4 orang
Pengelola Laboratorium 1 orang
Pengadministrasi Umum 1 orang

I
l Pelayanan diberikan secara berkualitas
|
l

G | D s |

Sarana, prasarana
dan atau fasilitas

=e

Bt e o O [
ol bl el £ B ol bl ol o B

Kompetensi
Pelaksana

R
5_‘_1 |

B

n

Pengawasan

Internal

Penanganan

Pengaduan, sarana
10. | dan masukan

ol ol o |l o

11. | Jumlah Pelaksana

12. | Jaminan Pelayanan Murah, mudah, l;f:pﬂl, trasparan, T ——_——

+

Data dan Informasi pengguna layanan dijamin

13. | Jaminan keamanannya dan digunakan semata-mata hanya
Keamanan, : untuk kepentingan pelayanan;
dankeselamatanPel | 2. Sarana Pelayanan dan sarana penunjang layanan
ayvanarn ' menjamin/ mendukung keamanan, kenyamanan dan

keselamatan pengguna layanan.
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana (BPP)... ...




' 14, | Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelaksana | disampaikan berjenjang sampai kepada Kepala Balai
| Pengujian dan Peralatan baik secara berkala setiap bulan
dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu
| waktu.,

Semarang, e 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MAR%I}E@EE{HI‘A KARYA PROVINSI

//: < - TE"'LF* AH

LW e '
Dr.Ix, AR. HANUKE #RIYONO, M.Si

Waﬁa Muda
NIP. 29 199203 1 005




LAMPRAN VIII

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
JAWA TENGAH

NoMOR : 4471 /5209

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Jenis Layanan : [jin Sewa alat berat

NO| KOMPONEN | | URAIAN

% Dasar Hukum | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan

| 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10

, Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

4, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2

__fl:a_r__mr__\ 2008

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi

; Jawa Tengah

| 6. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Garnis

| Sempadan

. T. Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 tt-nmn;.,

Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jateng |
| 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. nzwg Tahun
2016 Ruas Jalan pada Provinsi Jawa Tengah

Ez ‘"Pi:r'sjfamﬁn Mengajukan Surat Permohonan peminjaman alat berat
Pelavanan s —
3. Sitem, mekanisme | _ .
dan prosedur | SOP Sewa Alat Berat
4. | Jangka Waktu 1 2 hari kerja
Penyelesalan |

5. |Biaya /tarif | Biaya sesuai ketentuan pvmtumn retribusi
6. | Produk Pelayanan | Pemenuhan target PAD
it sl el .__Bangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan
Ruang kantor
Komputer
__ Printer
Jaringan lnwmcl
MesinF akfal_mlh
~ Mesin Fotocopy
Dam truck
Alat Berat o
Kendaraan roda empat
Kendaraan roda dua
Lahan penyimpanan alat berat
8 Kompetensi Pelaksana (sewa alat berat)

Sarana, prasarana
dan atau fasilitas

= |0|oo|~|oren| b w ol

,,_.

_:____l_ _
o




| 1. Pendidikan minimal S1
| 2. Mempunvai kemampuan memahami peraturan Entﬂng
! sewa Alat Berat

'_'1_ Memiliki pengetahuan dan [ntlgtii;ttlt.lll menangani

8 Kompetensi
; Pelaksana Pengelolaan Pemeliharaan Peralatan Jalan dan
Jembatan
4. Mempunyai kemampuan pengelolaan asset

Pe 1. Dilakukan oleh atasan langsung

OB o sy 2. Rapat rutin
i 3. Sistem Pelaporan Bulanan

Penanganan

10. | Pengaduan, sarana | Melalui kotak saran
| dan masukan
Penyusun Kebutuhan Perlengkapan 1 orang
| Pengelola Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan 3
11. | Jumlah Pelaksana Dmfg‘
| Teknisi Peralatan dan Mesin 1 orang
T I [ ' Pelayanan diberikan secara berkualitas
_ . | murah, mudah, c n:pal. trasparan, dan akuntabel

Jaminan | 1. Sarana Pelayanan dan sarana penunjang lanyanan
13. | Keamanan, ! mf-nduhung keamanan , kenyamanan dan keselamatan

dankeselamatanPel | pengguna layanan

avanan | 2. Sarana Pelayanan mendukung kecepatan pelayanan
14. | Evaluasi Kinerja : Laporan Evaluasi pelﬂksanmm tugas dan fungsi

Pelaksana

| disampaikan kepada Kepala Balai Pengujian dan Peralatan
| baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Semarang, ©- 7 - 2022
KEPALA Dihﬁs PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA"DANEIPTA KARYA PROVINSI




 NO |

LAMPRAN IX

KEPUTUSAN KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 447\ /sj,zcna .

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Layanan : Informasi Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan
Pekerjaan Konstruksi (HSPK)

—— e e

1.

T

[ 3.

(4.

Persvmﬁn
Pelayanan

KOMPONEN
| Dasar Hukum

— e e e —

' Undang undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi

h.'I —e
g
B¢
oR
=1
B
=]
m
g-.
=
=
" -
ry
E
E
=]
[ ]
=
=
[+
]
E
B
=
s

Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Undang—unda.ng Nomor 28 Tahun 2002 jo Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Bangunan
Gedung

5. Peraturan Pemeriniah Nomor 36 Tahun EDﬂﬁ_té?:ténﬁ B

6. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 l::ntang
Perbahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi y

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Perbahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 29
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi

8. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang

_____Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

9. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Ltnlang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara

{ 11. Peraturan Menteri Nomor 4:1,(PET,.FM,F2[}UT tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung

. Negara Al
{ 12. Peraturan Menteri Nomor 28/PRT/M/2016 tentang
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan

| Umum |

| 13. Perda Jateng Nomor 16 Tahun 2014 tentang

' Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di

Provinsi Jateng

1 Surat Permuhﬂnan Pf-mm]aman Huku dari instansi

| Satuan I}nsar {HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi
(HSPK) e

bm:m mekanisme
dan prosedur

| Jangka Waktu

_| Penyelesaian.

F':,.

| Biaya /tarif

‘ Prnggantmn Biaya fotocopy

SOP Pelayanan Informasi Harga Satu.an Dasar (HSD) dan

Harga Satuan Pekerjaan

| 15 (limabelas) Menit

6.Produk Pelayanan (Bala Jasa Konstruksi). ..



Produk Pelayanan

| Sarana, prasarana
| dan atau fasilitas

| Buku Informasi Ha:ga Satuan Dasar dan Harga Satuan
Pekerjaan Konstruksi
[ 1.

Bangunan Kantor Balai .Jasa Konstruksi

Kom puter
Printer

Jaringan Internet

MesinFaksimil
Mesin | Pﬂm{ WOPY

Database Kelembagaan

10.

Kompetensi
| Pelaksana

Pendidikan minimal STM Jumqanj b:l:lang Bangunan

Mempunyai krmnmpu:m untuk mengoperasikan

" Memiliki p{'ngﬂahuan dan pengalaman di bida ng Jasa |

Knnsl_ruks:

Mempunyai kemampuan dalam membaca dan
menggambar teknik, menyusun dan menghitung
satuan pekerjaan konstruksi;

1 Pengawa SAan

lntf:mal_

Ramah dan sopan
Dilakukan oleh atasan langaung
Sistem pelaporan bulanan

Pcnangané_n
| Pengaduan, sarana
| dan masukan

4.

Ll e L (2]

Melalui kosultasi langsung;

Melalui telepon;

Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail
dan/atau e-cmplaint) sesuai bidang tugasnva

Kotak saran

11.

| Jumlah Pelaksana

Tim Penyusun Informasi Harga Satuan Dasar dan Harga -
Satuan Pekerjaan Konstruksi ( 8 orang)
Petugas Perpustakaan 1 orang

12,

13.

14,

Jaminan Pclayvanan

2 5

| Pelayanan diberikan secara berkualitas
Murah, mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel

| Jaminan

| Keamanan,
dankeselamatanPel

| ayanan

Evaluasi H_ii:ei':ia
Pelaksana

3.

Data dan Informasi pengguna layanan dijamin
keamanannva dan digunakan semata-mata hanva
untuk kepentingan pelayanan;

Sarana Pelayanan dan sarana penunjang layanan
menjamin/ mendukung keamanan, kenyamanan dan
keselamatan pengguna layanan.

[‘apnran Ewvaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

disampaikan berjenjang sampai kepada Kepala Balai Jasa

| Konstruksi baik secara berkala setiap bulan dan setiap
| tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

il Sl

AS PEKERJAAN UMUM



NO |

;

LAMPRAN X

KEPUTUSAN KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR 44:“ ./5359

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Jenis Layanan : Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi Keahlian Tenaga Ahli
Konstruksi

KOMPONEN URAIAN

o i it S
Dasar Hukum ! ¥ Undang- und,.ﬂlg Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
| Konstruksi

N

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 trnmng
___Keterbukaan Informasi Publik < it o)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 jo Undang
undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Bangunan
| Gedung
| 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah No, 16 Tahun 2018 tr—nmng
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73
Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara
r Peraturan Menteri Nomor 45/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
i Negara
8. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang
Standarisasi Nasional
9.  Perda Jateng Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di
Provinsi Jateng

e

9

' Persyaratan { Surat Permohonan Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi

Pelayanan I keahlian tenaga ahli konstruksi (sertifikat di keluarkan
| oleh LPJK Prov, Jateng)

| Sitem, mekanisme | Balai Jakon membuat surat edaran dan penawaran

dan prosedur pelaksanaan pelatihan dengan peserta dan

| kabupaten/kota EASL Rl <-4

Jangka Waktu

Penyelesaian 5 (dua) hari kerja

Biaya /tarnf H-ld‘er_ dari APBD (Gratis)

o |

Sarana, prasarana

Produk Pelavanan | Fasilitasi Tenaga ahli konstruksi untuk Im"ﬂﬂﬂpﬂl sertifikat
| dari Lembaga Keahlian Konstruksi (LPJK]
Bangunan Kantor Balai Jasa Konstruksi
_Bus pelayanan fasilitasi tenaga ahli konstruksi =~
K{:mpmer .
Barcode Rfﬂdfrj Scanner
Janngd_n Internct
Database kelembagaan
Mesin Fotocopy
scanner
ATK Pendukung ] )
h Mr]a Kursi ch
‘-:arana lain sebagai penun_lang
8 Kompetensi Pelaksana (fasilitasi ahli konstruksi)... ...

g ————

dan atau fasilitas

— e ——

[o]ee]]oen] @ o)

:, .

...._
|
|




[ 1. Pendidikan minimal S1 ;
2, Mrmpumal kcmampuan untuk [rngelnlafm pelatihan

8 Kompetensi {  jasa konstruksi
' Pelaksana I 3. Memiliki pengetahuan dan IH'Tlgﬂtdnmn di bidang Jasa
| Konstruksi #Sh
| 4. Mempunyai kemampuan dalam bidang Jasa Kﬂnstrukax .
S RS S e :u . Ramah dan sopan e L
9 Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung
| =" | Internal | 2. Sistem pelaporan bulanan
Penanganan 1. Melalui telepon;
10. Pengaduan, sarana | 2. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau

dan masukan | e-complaint) sesuai bidang tugasnya
| 3. Kotak saran
F'ﬁtugas tim fasilitasi pelatihan { 5 orang)

| Narasumber sesuai kebutuhan pelatihan

12 | bt Bl : Pelayanan diberikan secara berkualitas
; y 'mumh mudah, cepat, trasparan, dan akuntabel

11. | Jumlah Pelaksana

1. Data dan Informasi pengguna layanan dijamin
13. | Jaminan keamanannya dan digunakan semata-mata hanya
Keamanan, untuk kepentingan pelayanan;
dankeselamatanPel | 2. Sarana Pelayanan dan sarana penunjang layanan
avanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan
keselamatan pengguna layanan. ]
14, | Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelaksana disampaikan berjenjang sampai kepada Kepala Balai Jasa

| Konstruksi baik secara berkala setiap bulan dan setiap
| tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Semarang, - [ - 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARG/ A KARYA PROVINSI




